Belanja Hibah - Komisi Tiga DPRD Tana Toraja RDP Bahas Hibah Tanah

Pembangunan Rutan

Sumber Gambar: https://beritakotamakassar.fajar.co.id/2024/03/19/komisi-tiga-dprd-tana-toraja-rdp-

bahas-hibah-tanah-pembangunan-rutan/

Ketua komisi tiga DPRD Tana Toraja, Kendek Rante, Senin (18/3) kemarin pimpin
rapat dengar pendapat (TDP) bersama Ka Rutan, BPN, Kabag Hukum, Asisten Adminstrasi
Pemerintahan, Camat Mengkendek, dan Lurah Rantekalua, bahas Persetujuan Hibah Barang
Milik Daerah (BMD) tanah bangunan ke Kemenkumham RI cq Rutan Kelas IIB Makale.

Pasca RDP kepada media ini Kendek Rante tegaskan, dua persil sertifikat akan
dihibahkan seluas 15 ribu meter persegi senilai 5 milyar lebih sebelumnya perlu kehati-hatian
jangan sampai dibelakang ada masalah.

DPRD segera gelar paripurna dewan penyerahan hibah setelah konsultasi PKPN
pengurangan asset daerah. Sebelum diproses hibah perlu kejelasan dari Camat Mengkendek
dan Lurah Rantekalua apakah tidak masuk kawasan hutan atau ada pihak lain klaim miliknya,
ujar Kendek Rante.

Ka Rutan Makale, Luther Toding Patandung apresiasi hibah tanah tersebut sebab rutan
sekarang 30x31 meter persegi sudah tidak layak dan manusiawi sebab berbanding terbalik

dengan jumlah penghuni warga binaan.
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Lanjut Luther, dari pihak Kemenkumham sudah beberapa kali gelontorkan anggaran
pembangunan rutan namun pindah kedaerah lain karena tidak tersedia lahan.

Setelah dihibahkan luas tanah seluas 15.075 meter persegi dari Kemenkumham masih
butuh tambahan lahan untuk pembangunan Balai Pemasyarakatan dan Imigrasi 2.926 meter
persegi. Idealnya pembangunan baru kawasan rutan seluas 3 ha.

Meski demikian sebelum pembangunan rutan baru pihak Kemenkumham RI segera
turun cros cek kelayakan hadirnya rutan yang representatif.

Demikian pula lahan untuk jalan juga perlu perhatian kelancaran mobilisasi material
pembangunan, terang Luther Toding (agus).

Tak hanya itu, Sebelumnya, pada tahun 2009 telah berdiri bangunan Rutan kelas 1B
Makale di lokasi, namun karena adanya overlap dengan sertifikat hak milik dengan warga
bernama Yuli Parantean, maka pembangunan tidak berlanjut dan bangunan kantor sampai hari
ini menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tana Toraja, Kendek Rante meminta agar
kelengkapan berkas dari tanah yang dihibahkan benar-benar diselesaikan, apalagi sebelumnya
terdapat tumpang tindih sertifikat.

Hal lain yang juga ditekankan adalah supaya setiap batas batas dari sertifikat yang
dimiliki diperjelas.

“Perjelas dulu soal batas dari kedua sertifikat yang sudah ada. Jangan sampai nanti kita
sudah masuk kerja ada lagi masalah. Kami di Ge’tengan itu selalu bermasalah di sertifikat.
Jangankan hak pakai, hak milik saja masih bisa diganggu oleh pihak kehutanan,” ujar Kendek
Rante.

Sementara itu, Kepala Lurah Rante Kalua’, Satjan Wijaya, mengatakan kalau kedua
sertifikat yang sudah terbit itu sudah dipastikan aman karena telah dilakukan pemasangan patok
batas sejak tahun 2022 dan tidak terjadi kendala sampai saat ini.

“Pemasangan patok sudah dilaksanakan pada bulan Mei 2022. Jadi untuk tanah, kami
anggap sudah clear, karena tidak mungkin kami buatkan sertifikat kalau belum clear,”
ungkapnya.

“Dibutuhkan pandangan umum terkait hal ini, paling lambat awal April sudah ada

persetujuan,” pungkas Kendek Rante

Sumber Berita:

1. https://beritakotamakassar.fajar.co.1d/2024/03/19/komisi-tiga-dprd-tana-toraja-rdp-

bahas-hibah-tanah-pembangunan-rutan/ 19 Maret 2024;
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2. https://mediapesan.com/dispustaka-sumbang-100-buku-untuk-meningkatkan-layanan-

pajak-di-kp2kp-enrekang/ 25 Maret 2024.

Catatan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 62 yang menyatakan:

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang
pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan
Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 141 yang menyatakan:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang
diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran
daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran
keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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3. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.

b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran

pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

Y
2)
3)
4)
5)

6)

7)

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU,
dan SPP LS;

menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA  dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
dan

memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan

wewenang lainnya meliputi:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
memeriksa kas secara periodik;

menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
bank;

menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;

menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang

melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul

PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
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1) besaran anggaran;
2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran
secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan
wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara
unit organisasi bersifat khusus.

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara
dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

1. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung

jawab secara administratif dan fungsional.
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m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan
disampaikan kepada PA.

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada
unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara fungsional Lanjutan Bendahara Pengeluaran
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD;

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada
unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang
bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada
Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama
pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap
kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan
langsung dengan pelaksanaan APBD.

4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
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a. Angka 9 yang menyatakan, “Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana
atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.”

b. Angka 10 yang menyatakan, “Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar
hukum yang melandasinya.”

c. Angka 11 yang menyatakan, “Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
dianggarkan secara bruto dalam APBD.”

5. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 43 yang menyatakan

a. Huruf e tentang Belanja Hibah
1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,

badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja
urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.

4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan,
dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk
belanjahibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan
untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan

pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan
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urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5) Belanja hibah diberikan kepada:
a) pemerintah pusat

(1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya
dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh
Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda
penduduk elektronik.

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak
didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran
pendapatan dan belanja negara. Hibah kepada pemerintah pusat
dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b) pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom

baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
c) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan
d) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk

meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada

BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan

Hukum Indonesia

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
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(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang- undangan;

(b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau
bupati/wali kota; atau

(c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah
Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi
vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai
dengan kewenangannya.

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum, Yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan
paling sedikit:

(a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau
sebutan lainnya; dan

(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah
administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian
sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
pemberi hibah.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan

persyaratan paling sedikit:
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(a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia;

(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang
bersangkutan; dan

(c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

f) Partai Politik
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai
politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja hibah memenubhi kriteria paling sedikit:

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya
dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) partai politik dan/atau

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada

Kepala Daerah.

8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya.

9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut

dengan peraturan kepala daerah.
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